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SAMBUTAN

Sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang
kesehatan yang bertanggung jawab kepada Presiden
Republik Indonesia, dalam tugas pokok dan fungsinya
Kementerian Kesehatan teniu tidak terlepas dari interaksi
dengan banyak pihak, baik internal maupun eksternal.

Terkait dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, seorang
Aparatur Kementerian Kesehatan memiliki risiko menerima
Gratifikasi dari pihak lain, Penerimaan Gratifikasi oleh
Aparatur Kementerian Kesehatan dianggap sebagai
perbuatan suap apabila pemberian tersebut terkait dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan dengan mitra
maupun para pemangku kepentingan, maka Kementerian
Kesehatan telah membentuk Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi
di  lingkungan Kementerian Kesehatan, dan untuk
mempermudah dalam pelaksanaannya telah dibuat
Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan.




Kami menyambut baik Buku dengan judul Pengendalian
Gratifikasi yang berisi Permenkes No.14 tahun 2014 dan
petunjuk teknisnya ini sebagai acuan untuk memahami,
mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan secara cepat dan tepat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, Oktober 2014
Inspektur Jenderal

v 1\

Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa
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KATA PENGANTAR

Dalam era sekarang ini, banyak sekali diternukan pefilaki
yang dapat menjurus ke dalam tindak pidana korupsi, satah
satunya adalah Gratifikasi. Mungkin tak banyak masyarakal
umum yang mengerti bahwa tindakan gratifikasi, sarma
berbahayanya dengan tindak pidana kGrupsi yang sering
terkuak di media belakangan ini

Gratifikasi itu sendiri adalah pemberian talam arli luas,
yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tikel perjalanan wisala,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Bentuk
bentuk gratifikasi tersebut dapat diterima di dalam maupun
di luar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik.

Guna memantapkan langkah Kementerian Kesehatarn
dalam memerangi segala bentuk tindakan korupsi, termasik
tindakan gratifikasi, maka Kementerian Kesehatan membuat
suatu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014
yang disahkan pada 27 Maret 2014 dimana di dalamnya
mengatur tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan. Pada Permenkes itu pula
dijelaskan tentang Kategori Gratifikasi, Unit Pengendaliar
Gratifikasi (UPG), dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.

Sebagai tindak lanjut Permenkes No.14 tahun 2014
tersebut, Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/306/2014

____ R



yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Kesehatan. Juknis ini dibuat " Untuk
mempermudah pelaksanaan Permenkes tersebut.

Permenkes No.14 Tahun 2014 ini .harus terus
dicanangkan dan disosialisasikan kepada elemen-elemen
Kemenkes, termasuk kepada para Satuan Kena yang
tersebar di seluruh Indonesia agar Permenkes ini bisa
terjangkau oleh daerah-daerah dan bisa lebih mengenal
lagi dampak gratifikasi.

Untuk itu, buku Pepngendalian Gratifikasi ini hadir
di hadapan pembaca, disamping sejumiah penerbitan
lainnya yang mendukung terhadap upaya mewujudkan Visi
Inspektorat Jenderal menjadikan Kementerian Kesehatan
Akuntabel, Bersih dan Bebas KKN.

Jakarta, Oktober 2014

Sekretaris Inspektorat Jenderal

T

drg. S.R. Mustikowati, MKes
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 14 Tahun 2014
TENTANCG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka menigkatkan pencegahan
terjudinya  tindak  pidana Korupsi di hingkungan
Kementerian  Kesehatan  melalut gratifikasi, perlu
diatur  pengendalion - gratifikast i hingkungan
Kementerinn Kesehatan,

bahwia  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud  pada huruf o, perlu  menetapkan
Peraturan Mentert Keschatan tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Kementerinn Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang, Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas  dart - Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme
(Lembaran  Negarn  Republik  Indonesia  Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidann Korups
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001  (Lembaran  Negara  Repubhk
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor
4150),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4250);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51335/;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungs: Eselon | Kementerian Negara, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
122);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144 /Menkes/Per/VIIl/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
741);

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;
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Menetapkan  : PERATURAN MENTERI

PERMENKES 14-2014

daginanl
MENTENI KESEHATAMN
Wi PUBLIE INDONESIA

MEMUTUSKAN:

KESEHATAN  REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN  GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAH |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Menteri ini vang dimaksud dengan:

1.

Aparatur  Kementerinn  Kesehatan  adalah  pegawai  negeri  sipil,
penyelenggara negaran, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
dan  pegawai  lain - yang  bekerja  di lingkungan  Kementerian
Keschatan,

Mentert adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang
kesehatan.

Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,
pinjaman  tanpa  bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik
yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa
saruna  elektronik  yang  berhubungan dengan jabatan atau
kewenangan,

Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima
olech Aparatur Kementerian Keschatan yang berhubungan dengan
Jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.
Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang
diterima__oleh  Aparatur  Kementerian  Kesehatan yang tidak
berbubungan  dengan  jabatan  dan tidak berlawanan dengan
kewanjiban dan tugas penerima,

Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah
unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi.

Konflik K(!pt.‘l]!lll:l}:;il.ll Il(lii!i:ﬂ.‘l situasi dimana Aparatur Kementerian
Keschatan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atau
kl_!.'[]ttflllilil‘lgllll kf:ltntn}:tlk alas  setiap penggunaan wewenang yang
dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan Kinerja yang
seharusnya,

Pasgal 2

Peraturan Menleri ini bertujuan:

I,

K

memberikan pedoman bagi Aparatur Kementerian Kesehatan dalam
menentukan  tindakan-tindakan  yang berpotensi atay mengarah
paca Gratifilknsi; dan

mewujudkan  Aparatur Kementerinn  Kesehatan yang bersih dan
behas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
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BAB Il
KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 3

Gratifikasi dikategorikan menjadi:
a. Gratifikasi vang Dianggap Suap; dan
b. Graufikasi vang Tidak Dianggap Suap.

Pasal 4

Gratifikasi vang Dianggap Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada:

a. marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional vang terkait
dengan pemasaran suatu produk;

b cashback yang diterima instansi yang digunakan untuk Kepentingan
pribadi;

¢ Graufikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa,
pelavanan publik, atau proses lainnya; dan

d  sponsorship yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu
produk

Pasal 5

Gratifikas: yang Tidak Dianggap Suap sebagmmana dimaksud  dalam

Pasal 3 huruf b meliputy’

a  Gratufikas: yang udak dianggap suap yang terkat kedinasan yaitu
pembenan vang diterima secara resmi oleh Aparatur Kementerian
Kesehatan sebagal wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas,
sebaga penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam
kegiatan tersebut; dan

b Gratfikas: vang tdak dianggap suap yang tidak terkat kedinasan
Tasnl 6

(1) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkant kedimasan sebagaumana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Gratfikasi vang diperoleh
dan namun tidak terbatas pada:

a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinnsan
seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau
kegiatan lain sejenis;

b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkat kegiatan
kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodas: dan
pembiayaan | sebagaimana diatur pada standar biaya yang
berlaku di instansi pemben, sepanjang tdak  terdapat
pembiayaan ganda, nilas yang wajar, tidak terdapat  Konflik
Kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang herlaku
instansi penerima; dan

i 9o
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instansi  terkait dengan

. sponsorshin vane diberikan  Kepada _ ’
f Sponsarsiip yang " tu yang dimanfantkan

pengembangan institusi, perayaan ferten
secara transparan dan akuntabel,

Gratifikasi vang Tidak Dianggap Suap tidak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal § huruf b

vang diperoleh dari namun tidak terbatas pada: _
a. orang lain  yang memiliki hubungan keluarga, — yaitu

kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, ﬂll:lﬂli/i":ill'i. anak/menantu,
cucy, besan, paman/bibi, Imkulc/ndik/|pm'.. SePAIPY, dan
keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan
dengan penerima Gratifikasi;
b. orang lain vang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan,
upnchm adat, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan pnl.o!m,
gigi tidak ada batasan nilai tertinggi, sepanjang tidak memiliki
konflik  kepentingan dan  dilaporkan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan
klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap ;
pemberian dari instansi atau unit kerja vang berasal dari
sumbangan bersama kepada Aparatur Kementerian Kesehatan
selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang
dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah
dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap
suap;
d. atasan kepada bawahan Aparatur Kementerian  Kesehatan
sepanjang tidak menggunakan anggaran negara;

e. orang lain termasuk sesama aparatur Kementerian/Lembaga
yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan
atau  jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan,
memasuki masa pensiun yang dilaporkan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan
klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;

f. orang lain termasuk sesama Aparatur Kementerian Kesehatan
yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh
penerima  Gratifikasi atau  keluarganya sepanjang  tidak
mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;

g orang lain berupa hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher,
point rewards atau souvenir yang berlaku umum;

h. orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;

i.  prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan

menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau
kompetisi;

terkait  kedinasan
meliputi Gratifikasi

g

J- keuntu‘r!gmu atau bunga dari penempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
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k  kompensasi atau penghasilan atas profes: yang chlak Rarskan
pada saat jam kerja, dan mendapatkan gin terrulis dan atasan
langsung dan atau pthak lain vang berwenang

BAB ill
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 7

(1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan tenadinva tindak padana
korupsi melalui Gratifikas: di hingkungan Kementerian Keschatan
dibentuk UPG.

(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputs
a. UPG Kementenan Kesehatan,
b. UPG Unit Utama: dan
¢ UPG Unit Pelaksana Teknis

(3) UPG Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada avar (2|
huruf a dilakukan oleh Tim vang ditetapkan Menten

(4) UPG Unit Utama sebagaimana dimaksud pada avat (2 baruf b
dilakukan oleh Tim vang ditetapkan Sekretans Jenderal/Inspektur
Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan.

(5) UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada avat (2
huruf ¢ dilakukan oleh Tim vang ditetapkan Kepala Direktur Urat
Pelaksana Teknis.

Pasal 8

(1) UPG Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a bertugas sebagai umit vang melaksanakan analisa
pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Komust Pemberantasan
Korupsi terkait adanya Graufikasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ava!
UPG Kementerian Kesehatan mempunyvar fungs: sebaga: benkuat.

a.  menerima pelaporan Graufikasi dan UPG Umit Utama dan 1 e
Unit Pelaksana Teknis;

b.  melakukan analisis pemrosesan setiap laporan Grahifikas: vamg
diterima;

¢, melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratfikas: kepada
pelapor yvang terkait dengan kejadian peneiimaan pembenan
Gratfikasi;

d.  menentukan dan memberikan rekomendast atas penanganan
dan pemanfaatan Gratiiikas: vang Tidak Diangeap Suap terkail
kedinasan;

i -
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e melakukan koordinas:. konsultas: dan sural :awr:'ﬂ"fr'v i
Komisi Pemberantasan Korups: atas nama Kementenan
Keschatan, )

[.  memantau tindak lanjut atas rekomendas: dan p«,-m.'mt_,;a.ut;u
Gratifikasi vang diberikan oleh UPG Umit Utama dan UPG, Urt
Pelaksana Teknis atau Komisi Pemberantasan Korupsi

4] meminta data dan informasi kepada umt kerja tertenty dan
Aparatur Kementerian Kesehatan terkait pemanfauan penerapan
program pengendahian Gratifikast,

h. memberikan rekomendas: undak lanjut kepada inspektora:
Jenderal. dalam hal terjad: pelanggaran Peraturan Menter:
oleh Aparatur Kementenan Kesehatan dan

1 melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratfikas:
lingkungan Kementenan Kesehatan kepada Menternt dan Koms:
Pemberantasan Korups:

Pasal 9
(1) UPG Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayar 2
huruf b bertugas sebagai penerima laporan Gratifikas: dar Apararur
Kementenian Keschatan di’ bngkungan kenanva dan melakukan
klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanva Gratifikas:

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avar

UPG Unit Utama mempunyai fungsi sebaga: benkut:

a. menenma pelaporan Gratifikas: dan  Aparatur Kementerian
Kesehatan di lingkungan kerjanva;

b. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikas: Repada
pelapor vang terkait dengan kejadian penerimaan pembenan
Gratfikasi

¢. melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratfikas: vang dirernma
disertai data/berkas kepada UPG Kementenan Kesehatan:

d" menindaklanjun rekomendasi dart UPG Kementerian Kesehatan
atau Komusi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan
pemaniaatan Granfikasi,

e. memantau tindak lanjut atas rekomendast dan pemaniaatan
Granfikast  vang dibenkan oleh Kepala UPG Kementenan
Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korups:y,

I memberikan rekomendasi tundak  lanjut Kepada  Kepala UG
I{t-mcnm lun Kesehatan dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan
Mentert int oleh Aparatur Kementerian Resehatan di hingkungan
Kerjanya, dan '

2. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratfikas: b lingkungan
kenanya kepada Kepala UPG Kementerian Kesehatan

L
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Pasal 10

(1) UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf ¢ bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari
Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dan
melakukan Kklarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya

Gratifikasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

UPG Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian
Kesehatan di lingkungan kerjanya;

b. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada
pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian
Gratifikasi;

c. melaporkan rekapitulasi setiap laporan gratifikasi yang diterima
disertai data/berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan
dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya,

d. menindaklajuti rekomendasi dari UPG Kementerian Kesehatan
atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan
pemanfaatan Gratifikasi,

e. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan
Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Kementerian Kesehatan
atau Komisi Pemberantasan Korupsi;

f  memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG
Kementerian Keschatan dalam hal terjadi pelanggaran
Peraturan Menteri ini oleh Aparatur Kementerian Keschatan di
lingkungan kerjanya dengan tembusan UPG Unit Utama yang
menjadi pembinanya; dan

g. melaporkan hasil penanganan pelaporan  Gratifikasi  di
lingkungan kerjanya kepada UPG Kementerian Kesehatan
dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya.

BAB IV
MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 11

Kementerian Kesehatan wajib melaporkan

(1) Setiap Aparatur :
pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gratifikasi yang diterima ke

(2) Dalam rangka mempermudah koordinasi pelaporan Gratiﬁk.asi di
Lingkungan Kementerian Kesehatan, pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui UPG.

et
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Dalam hal Aparatur Kementerian Kesehatan melaporkan Gratifikasi

kepada UPG Kementerian Kesehatan, harus membc;ntahuka{l kepada
UPG Unit Utama atau UPG Unit Pelaksana Teknis disertai dengan
bukti tanda terima dari UPG Kementerian Kesehatan.

Dalam hal Aparatur Kementerian Kesehatan melapork_an Gratifikasi
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepat_:la UPG
Kementerian Kesehatan disertai dengan bukti tanda terima dari
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 12

Ketentuan mengenai laporan Gratifikasi sebagaimana.dimaksud dala:g
Pasal 11, dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai
tindak pidana korupsi dan/atau yang sedang dalam proses hukum.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

e

Pasal 13

Penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan dan/atau yang berupa
barang mudah busuk atau rusak, antara lain bingkisan makanan
dan buah dalam batas kewajaran yang dikhawatirkan kadaluarsa
dapat langsung disalurkan oleh Aparatur Kementerian Kesehatan
Penerima Gratifikasi ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain
yang membutuhkan.

Penerimaan bingkisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis
dalam bentuk taksiran harga disertai dengan penjelasan dan
dokumentasi penyerahan.

UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada UPG Kementerian
Kesehatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Pasal 14

Setiap Aparatur Kementerian Kesehatan harus memberikan laporan
kepada UPG di lingkungan kerjanya paling lambat 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak diterimanya Gratifikasi dengan menggunakan form
yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini

UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis harus memberikan
laporan kepada UPG Kementerian Kesehatan paling lambat 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak adanya laporan Gratifikasi oleh Aparatur
Kementerian Kesehatan diterima.
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(3) UPG Kementerian Kesehatan harus melaporkan Granfiixzs: pa.oig
lambat 15 (lima belas) hari kepada Komisi Pemberantzsan Koripe
sejak diterimanya laporan Gratifikasi dari UPG Unit Urama dzn UPC
Unit Pelaksana Teknis dengan menggunakan formuly pang
ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korups:

(4) UPG Kementerian Kesehatan dalam memberikan laporan Gramficas
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimalksod pace
ayat (3) harus melakukan analisis dan pemrosesan vang berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangarn.

BABV
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Setiap pihak ketiga yang berkerja atau menjad: mitra Kementenas
Kesehatan wajib menandatangani pakta integritas.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memenniahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannva dalam Bemita Negesz
Republik Indonesia

Ditetapkan & Jm
- pndn umml T Marez 2012

‘ ‘:E
.\\ > -
o _ SEHATAN
el (;‘}‘;' ‘A m
..“‘.‘ J._‘ _“_S\L =
VAT S NAFSIAK MBOX
U . nL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REP K INDONESJA,

SYAMS
ERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 416
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KEPUTUSAN MEENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR K 02,02 /MENKIES/306/2014

TIENTANCG

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKAST DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DICNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KIESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  © o, bahwa untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi di
lingkungan Kementerion Kesehatan secara cepat dan
tepat, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman
(alom pelaksannnnnyn;

b buhwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalom huraf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keschatan tentang  Petunjuk  Teknis
Pengendalinn Gratifikasi di Lingkungan Kementerian
Kesehatan,

Mengingat © Lo Undang Undang - Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara  Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

g\;.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor J3874), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara: Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4 150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negnra Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250),

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah  Tahun  2012-2014  (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2012 Nomor 122);

- 16 g 5. Instruksi ...
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5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144 /Menkes/Per/VIII/2010 tentang Orgaiasasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU - Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Kesehatan merupakan acuan bagi Aparatur
Kementerian  Kesehatan untuk memahami dan
mengendalikan gratifikasi di Lingkungan Kementerian
Kesehatan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA - Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

NAFSIAH MBOI

7 .
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LAMPIRAN _
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK 02 02/MENKES/306/2014

TENTANG
PETUNJUK  TEKNIS  PENGENDALIAN
GRATIFIKASI I LINGEKUNGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKAST DI LINGKINGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

BALS |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Kesehatan senantiasa terus melaksanakan prinsip-prinsip
Good Governance and Clean Government (GCG)  secara konsisten dan
berkesinambungan  dalam  rangka meningkatkan Tata Kelala
Pemerintahan yang baik.

Kementerian Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerimntahan di
bidang kesehatan bertanggung jawab kepada Presiden Republik
Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas
dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupurn
ecksternal.

Terkait dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, seorang Aparatur
Kementerian Kesehatan memiliki resiko menerima Gratifikasi dari pihak
lain.  Penerimaan Gratifikasi oleh Aparatur Kementerian Kesehatan
dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut terkait
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. |

Oleh karena itu untuk menjaga hubungan dengan mitra maupun para
pemangku kepentingan, maka Kementerian Kesehatan telah membentuk
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 14 Tahun 2014
Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Ke
untuk mempermudah dalam pelaksanaann :
Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkunga

tentang
sehatan, dan
ya perlu dibuat Petunjuk
n Kementerian Keschatan

B. Maksud dan Tujuan

. Petunjuk Teknis ini disusun  dengan
keseragaman  dalam  menangani
Kementerian Kesehatan.,

maksud supaya terdapat
Gratifikasi  di lingkungan

2. Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Penge

Ht‘bii!{(ll acuan untuk memahami, mencegah  dan menanggulang
Gratifikast di lingkungan Kementerian Kesehatan secara {‘cpélt dan
tepat sesuanl dengan ketentuan pe

raturan perundang-undangan.

ndalian Gratifikasi adalah
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C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi contoh-contoh kondisi
Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, pembentukan Unit

Pengendalian Gratifikasi, dan mekanisme pelaporan Gratifikasi di
lingkungan Kementerian Kesehatan.
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BAB II
KATEGORI GRATIFIKASI

A. Gratifikasi Yang Dianggap Suap

Gratifikasi yang dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterima olch
Aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.

Gratifikasi yang dianggap suap meliputi penerimaan yang tidak terbatas

pada :

1. Marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait
dengan pemasaran suatu produk.

* Marketing fee adalah fee yang diterima oleh Aparatur Kementerian
Kesehatan sebagai imbalan dari suatu kegiatan yang dilakukan
baik yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung
dengan pemasaran/penjualan/terjualnya suatu produk keschatan
atau alat keschatan, atau produk/jasa lainnya yang ditujukan
kepada pribadi Aparatur Kementerian Keschatan.,

¢ Transaksional adalah pemberian hadiah atau janji kepada Aparatur
Kementerian Kesehatan yang diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah atau janji terscbut diberikan untuk menggerakan agar
melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukan  sesuatu dalam
Jabatannya atau dalam kuasanya sehagai Aparatur Kementerian
Keschatan atau  profesi keschatan  yang  bertentangan  dengan
kewajibannya.

Contoh ;

a. Penerimaan Gratifikasi dalam  bentuk  uang/barang/fasilitas
seminar kesehatan/fasilitas  lainnya  secarn lanpgsung  dari
perusahaan  obat  atau  langsung  dari  perusnhaon  alal
kesehatan, sebelum jenis obal tertentu diresepkan oleh prolesi
kesehatan atau sehelum alat keschatan tertentu
dirckomendasikan atau  sebelum  ditetapkannyn  keputusan
keputusan  lainnya  dalam  kewenangannya  alan dalam
kekuasaannya  selaku  Aparatur  Kementerian Kesehatan,
padahal patut diduga bahwa penerimuaan Gratifikosi tersebut
dapat menimbulkan konflik kepentingan,

b. Pcnf:rlmaan_ (:‘mlrﬁkﬂsn dalam  bentuk apapun  dari  pihak
produsen/distributor obat karena meresepkan  obat  baik (i
dalam maupun di luar formularium,

c. Penerimaan Gratifikasi dalam  hentuk apapun  dari pihak
produsen/distributor alat kesehatan karena (elah mengustlican
atau menetapkan merk atau jenis alat kesehatnn I,,,-“‘,',“, VET
digunakan. '
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Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitas
vang berhubungan jabatannya atau kewenangannya terkait
kegiatan/proses pemasukan jenis obat/alat kesehatan tertentu
ke dalam daftar obat/formularium di rumah sakit yang
bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

€. Penerimaan Gratifikasi, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa pemberian tersebut diberikan sebagai akibat atau
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya atau dalam kekuasaan atau
kewenangannya dalam menjalankan profesi kesehatan yang
bertentangan dengan kewajibannyva.

Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitas
seminar kesehatan/fasilitas lainnya, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa  uang/barang/fasilitas seminar
kesehatan/fasilitas lainnya tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan selaku Aparatur Kementerian
Kesehatan vang berhubungan dengan jabatannya atau menurut
pikiran orang vang memberikan uang/barang/fasilitas seminar
kesehatan /fasilitas lainnyva ada hubungan dengan jabatan atau

profesi kesehatannya.
g. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun oleh Tim

Penetapan Formularium obat baik secara pribadi maupun
kolektif terkait penetapan suatu merk obat yang akan
digunakan.

h. Penerimaan Gratifikasi dari distributor Alat Kesehatan (Alkes)

dalam penentuan jenis dan merk Alat Kesehatan sehubungan
dengan kegiatan Kerja Sama Operasional (KSQO) atau

Konsinvasi.
Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk kompensasi dalam rangka
promosi produk.

!1.

™

7. Cashback atau pengembalian dalam bentuk apapun akibat transaksi,
vang diterima oleh instansi serta digunakan untuk kepentingan

pribadi.

e Cashback adalah uang/voucher/diskon/kenikmatan lainnya yang
menjadi hak instansi atau yang seharusnya dinikmati oleh instansi
atas kegiatan instansi vang menggunakan dana APBN termasuk
PNBP, vang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Contoh :

Penerimaan Gratifikasi dari lembaga keuangan (bank terkait

pengelolaan gaji, pinjaman dan tabungan pegawai (misal

komisi, voucher, uang, barang, dan sebagainya).

b. Penerimaan Gratifikasi dari hotel dan/atau biro travel tertentu
sebagai akibat dari kontrak hotel/biro travel dalam pelaksanaan

pertermnuan atau perjalanan dinas. i

a.
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3. Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa
pelayanan publik, dan proses lainnya.

Contoh :

a. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun a:'a_: ..,:#f::f
kerja/rekanan sebelum, pada saat dan/alau SEcSLGAT PIOSSS
pengadaan barang dan jasa.

b. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun dari milra kera aias
pemeriksaan jasa pelayanan penunjang. (misal ° ge"f—""':‘"ﬁ B
laboratorium, Radiologi, pengiriman resep keluar rumah sa<i
dan lain-lain)

4. Sponsorship yang terkait dengan pemasaran atau penelitan suamz
produk.

e Sponsorship adalah segala bentuk kegiatan yang M@H
diorganisir atau disponsori oleh perusahaan obal, perusahaan alal
kesehatan, atau perusahaan lainnva untuk T™juan promOos:
produknya.

» Penelitian adalah segala bentuk kegiatan penelitian aiau pengujian
yang tidak termasuk uji klinis atau vang dipersvarailzan secarz
resmi oleh Badan POM atau Kementerian Kesehatan.

Contoh :

a. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk pembiavaan '-:..":'.‘;l-;
mengikuti atau menghadini peneliian baik sebaga: peser.
maupun narasumber yang dibiayal atau di sponsor secarz
individu oleh produsen, distributor obat ‘ala!

kesehatan/makanan/susu.

b. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk bantuan tiket perjalanan
dari produsen, distributor obat/alat kesehatan 'makanan 'susu

dalam rangka keperluan pribadi dan/atau dinas tanpa melalu
institusi.

c. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk fasilitas zkomodzs: dzn
tranportasi dari produsen, distributor obat / alkes makzanzn
susu kepada Aparatur Kementerian Kesehatan (misal : fasiitz

hotel, fasilitas mobil, dan sebagainya)

d. Penerimaan Gratifkasi dalam bentuk pembiavaan shor course
kesehatan di dalam maupun di luar negeri kepada individu aiau
pribadi Aparatur Kementerian Kesehatan.

|n

5. Gratifikasi terkait layanan publik
Contoh :

\vv:_—-'ru T

1433 L hemiml L

a. Penerimaan Gratifikasi dari pasien kepada petugas -
agar pasien didahulukan dalam pelavanan.

B - ©
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Penerimaan Gratifikasi dari pasien/keluarga dalam rangka
mendapatkan fasilitas ruang rawat inap.

Penerimsan Gratifikasi dalam rangka pelayanan kesehatan
kunjungan rumah, penggunaan ambulans pada jam kerja dengan
tambahan biaya diluar tarif resmi.

Penerimaan Gratifikasi atas penetapan kelas dan/atau akreditasi
rumsah sakit.

Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengujian laboratorium di
BETKL/BTKL (misal : pengaturan jadwal pemeriksaan sampel,
pengaturan petugas sampling, penyerahan sertifikat hasil uji,
order parameter tambahan).

Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengujian dan kalibrasi di
BPFK (misal: pengaturan jadwal uji/kalibrasi, pengaturan petugas
penguji/kalibrasi, penyerahan sertifikat uji/kalibrasi dan laporan
hasil uji/kalibrasi, permintaan tambahan layanan
pengujian/kalibrasi, permintaan percepatan hasil uji/kalibrasi).
Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengujian laboratorium di
BBLK/BLK (misal: pengaturan jadwal pemeriksaan sampel,
pengaturan petugas sampling, penyerahan hasil laboratorium,
permintaan tambahan pemeriksaan/parameter).

Penerimaan Gratifikasi dalam rangka kegiatan bimbingan teknis
dan dalam rangka kegiatan pemantapan mutu eksternal
laboratorium di wilayah kerja.

Penerimaan Gratifikasi dari penyelenggara haji/umroh dan/atau
pihak lain dalam rangka pelayanan vaksinasi, penerbitan sertifikat
vaksinasi internasional.

Penerimaan Gratifikasi dari pihak lain/pihak ketiga atas proses
perizinan dan sertifikasi (misal: perijinan industri farmasi,
perizinan Pedagang Besar Farmasi, penyalur alat kesehatan,
registrasi dan sertifikasi alat kesehatan, sertifikasi laik
terbang/layar untuk penumpang, penerbitan port health clearance,
penerbitan buku kesehatan kapal, sertifikasi jasa lainnya,
penerbitan izin bebas karantina, penerbitan sertifikat obat
makanan dan alat kesehatan dan barang berbahaya, penerbitan
Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)/Ship Sanitation Control
Excemption Certificate (SSCEC), penerbitan se'rtiﬁkat P3K kapal,
penerbitan izin penyelenggaraan tindakan hapus
tikus/fumigasi/ pest control).

Penerimaan Gratifikasi atas izin pendirian, perpanjangan
operasional rumah sakit, pemberian re}cqmendagn untuk izin
perpanjangan dan pendirian baru pendidikan diploma bidang
kesehatan.
Penerimaan Gratifikasi
untuk izin baru dan perpanjangan pra
dan asing

dalam rangka pemberian rekomendasi
ktek pengobatan tradisional

# 23 [
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m. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pemberian reckomendasi

untuk tenaga kesehatan warga negara asing yang memberikan
pelayanan kesehatan di Indonesia .

n. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka penerbitan Surat Tanda

Registrasi tenaga kesehatan, Surat Keterangan Laik Praktek,
Surat Keterangan Sehat/Sakit, dll.

0. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka penerbitan surat akreditasi

untuk pelatihan tenaga kesehatan dan intitusi pelatihan tenaga
kesehatan.

p. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka penerimaan pegawai atau

mahasiswa baru/Tugas Belajar, penetapan lokasi pelaksanaan
internship tenaga kesehatan.

g. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengurusan kepegawaian

(misal: surat keputusan mutasi kepegawaian, penetapan peserta
tugas belajar dan penetapan angka kredit).

r. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengurusan izin Material

Transfer Agreement (MTA), persetujuan etik penelitian (ethical
clearance), pemberian data hasil penelitian.

B. Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap

Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterima
oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang tidak berhubungan dengan
jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penecrima
meliputi :

1.

Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan yaitu
pemberian yang diterima secara resmi oleh Aparatur Kementerian
Kesehatan sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas.
sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam
kegiatan tersebut. ‘

Wakil resmi instansi adalah Aparatur Kementerian Keschatan yang
mewakili Kementerian Kesehatan dalam suatu kegiatan tertentu yang
dibuktikan dengan undangan kegiatan, surat tugas/disposisi/email,
laporan kegiatan.

Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan meliputi
Gratifikasi yang diperoleh dari, namun tidak terbatas pada :

a. Pihak lain, berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan
seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau
kegiatan lain sejenis. Cinderamata adalah segala macam
Gratifikasi yang berbentuk barang yang diberikan sebagai bentuk
penghargaan atas keikutsertaannya dalam suatu kegiatan
tertentu. Pemberian cinderamata ini ditujukan kepada instansi
atau wakil resmi instansi, yang berlaku umum.

Py



MENTER KEAEHATAN
REFURLIR INDONEYIA

10

Contoh ;
Seminar Kit, plakat dun cindern mata kunjungan luar negerd

Pihak lain, berupn kompenmant yang diteriman terkait kegiatan
kedinasan, seperti. honorarium, transportant,  akomodast dan
pembiayaan schagnimana dintur pada Standar Hiaya vang
berlaku  di  instansi pembert,  nepanjoang  tidalk  terdapat
pembiayaan ganda, oilal yang wijar,  tdak terdapat  kondlik
kepentingan  dan tidnk melnngear ketentuan yvang berlakoe o
imnstanng peneriman

Contoh

1) Penerimann honor terkait kegintan sebagont pembicara atan
kegiatan  mengnjor,  yang  diberikan Kepada  Aparaton
Kementenan Kesehatan nepanjnng memenuhi azan Kepatutan
dan standar yang berlaku,

Z) Penerumaann pembiayaan gandn pada komponen  kegintan
pelatihon berupn tranasportani, alkomodant dan g saku
vany, dibiayai oleh APHN iunan pada akhie kegiatan jupa
mendapatkan pembinyann davl pihiok lain

3) Pencrimann honor yang tidak terdapat konthik kepentingan
dalam rangka peresminn pembukaan sarana / Institast barm
atau mewaldll institusd antale melnntik Zmelaksanalkon acara

wintdn.
4) Kompensast dalam ranpglan promoni produk yang dibeikan
melalo kepaln natunm lerjn untulk kepentingan

pengembangan instituni

Sponsorship yang, diberikon kepada instanst tedknit denpan
pengembangan institusi, perayaan tertentu yang, chimnntfantlan
dan dipertanggungiawablkan secarn tanmparan dan alontabel
baik ke internal maupun ke ekaternal institusg

Contoh

1) Penerimaan  Gratiikas (doorprize.  cvent lalvragn,  don
sebagninyi) dalam rangka perayaan/han bBenar inntitual yang
dibiayni  oleh  sponsor,  produsen,  distributor  obat/alat
kesehatan dan/atan pihak  ketign vang diberiloan kepada
mstitus melalud kepala satuan kerja

2} Penerimaan Gratifikan dart Bank ]It'll}.{l.'[l'llfl dana APHUN vang
diberikan  melalun Kepala Satuan Kerpa dalnm  rangka
prugr-ml_mny,nn instittsl atau perayaan / haor besar institbosa

Penerimaan Gratiftkasy dari sponsor Vang dituguloan vntuk
penelitian kepentingan pengembangan formularnrn,
pengembangan nled kesehatat, penelitiaon r.-'.-::uF
berhubungan dengan aji caoba pengguninan abat, menglkoati
werninar nasional/mternasional dan/atou keglatan laln vang
sepenis, 1k mekaninme pengelolaanyn melohud ansditusa

B 25
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2. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan.
Meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada :

a.

I 26

Orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu
kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu,
cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan
keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan
dengan penerima Gratifikasi;

Orang lain yang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan,
upacara adat, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong
gigi tidak ada batasan nilai tertinggi, sepanjang tidak memiliki
konflik  kepentingan  dan dilaporkan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan setelah dilakukan verifikasi
dan Klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap.

Contoh : Pemberian Kerbau dari keluarga terkait dengan upacara
adat keluarga.

Pemberian dari instansi atau unit kerja yang berasal dari
sumbangan bersama (sumbangan bersama adalah
penghimpunan dana secara kolektif dalam suatu unit kerja
untuk diberikan kepada pihak yang terkait) kepada Aparatur
Kementerian Kesehatan selain upacara sebagaimana dimaksud
pada huruf b yang dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukan
verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap

Contoh : Setiap bagian mengumpulkan dana dari uang pribadi

bukan dari anggaran negara untuk membeli kado ulang tahun
Pimpinan Satker.

Pemberian hadiah ulang tahun dari atasan kepada bawahan
sepanjang tidak menggunakan anggaran negara;

Orang lain termasuk sesama Aparatur Kementerian/Lembaga
yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau
jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasuki
masa pensiun yang dilaporkan kepada KPK dan setelah

dilakukan verifikasi dan Kklarifikasi dinyatakan tidak dianggap
suap;

Orang lain termasuk sesama Aparatur Kementerian yang terkait
dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima
Gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak me

: mpunyai konflik
kepentingan dengan penerima Gratifikasi; Py

Penerimaan hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, poin
rewards atau souvenir yang berlaku umum: ’
H

Penerimaan hidangan atau sajian yang berlaku umum

Hidangan atau sajian yang berlaku umum adalah hidangan ata:

sajian dalam suatu rangkaian kegiat h an. &
tidak berpotensi konflik kepen ting%:n-an atau berdiri sendiri yan.

Contoh : Pemberian lunch box pada kegiatan pertemuan/raps!
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rapat di kantor.

Prestasi akademis atau non akademis yvang diikuti dengan

menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau
kompetisi;

Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan

Kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilaksanakan
pada saat jam kerja, dan mendapatkan ijin tertulis dari atasan
langsung dan atau pihak lain yang berwenang sebagaimana
diatur dalam peraturan internal rumah sakit.

Contoh : Dokter Kebidanan bekerja di Rumah Sakit Pemerintah A
menolong kelahiran di Rumah Sakit Swasta B pada jam kerja
terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari atasan langsung.
Apabila dalam keadaan darurat dapat dilakukan melalui lisan
terlebih dahulu baru nanti disusulkan ijin resmi.

4 27 .
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BAB 111 o
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

A. UPG Kementerian Kesehatan
1. Tugas dan Fungsi

UPG Kementerian Kesehatan bertugas sebagal . Ot yang

melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluas: xepaca

KPK terkait adanya Gratifikasi. Dalam rne‘laksana#{:m tugasnya. UPG

Kementerian Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berkut:

a. menerima pelaporan Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan LUPG
Unit Pelaksana Teknis;

b. melakukan analisis pemrosesan setiap laporan Gratifikasi vang
diterima,;

c. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Graufikasi kepada
pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian
Gratifikasi,

d. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan
pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkai:
kedinasan;

e. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menvurat dengan
KPK atas nama Kementerian Kesehatan; i

f. rnemrantal'l tindak_ lanjut atas rekomendasi dan pemanfaaian
Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Unit Utama dan UPG Uni:
Pelaksana Teknis atau KPK;

g- meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan
Aparatur Kementer_lan Kesehatan terkait pemantauan penerapan
program pengendalian Gratifikasi;

o ‘Enen;be;]'ikan rekomendgsi ‘tindak lanjut kepada Inspektorat
enderal, dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri in:
oleh Aparatur Kementerian Kesehatan; dan

i. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi &

lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatar
dan KPK.

2. Susunan Tim terdiri dari :

Penasehat;
Pengarah;
Penanggung jawab;
Ketua;

Wakil Ketua;
Sekretaris;
Anggota; dan
Sekretariat.

TR S0 Q0 oW

N
(00)
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UPG Unit Utama
1. Tugas dan Fungsi

UPG Unit Utama bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari
Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dan
melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya
Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPG Unit Utama
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian
Kesehatan di lingkungan kerjanya;

b. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada
pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian
Gratifikasi;

c. melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima
disertai data/berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan;

d. menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Kementerian Kesehatan
atau KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;

e. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan
Gratifikasi yang diberikan oleh Kepala UPG Kementerian
Kesehatan atau KPK;

f. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala UPG
Kementerian Kesehatan dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan
Menteri ini oleh Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan
kerjanya; dan

g. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di
lingkungan kerjanya kepada Kepala UPG Kementerian Kesehatan.

2. Susunan Tim
Susunan Tim UPG Unit Utama minimal terdiri dari :

a. Penanggung jawab;

b. Ketua;

c. Sekretaris;

d. Anggota; dan
e. Sekretariat.

UPG Unit Pelaksana Teknis

1. Tugas dan Fungsi
UPG Unit Pelaksana Teknis bertugas sebagai penerima laporan
Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan
kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas
terkait adanya Gratifikasi. Dalam melaksanakaq tugasnya, UPG Unit
Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:

menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian

Kesehatan di lingkungan kerjanya;

a.

¥ 29
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o
sung atas laporan Gratifikasi kepada

melakukan konfirmasi lang : : !
an kejadian penerimaan/pemberian

pelapor yang terkait deng
Gratifikasi, . ‘ o
melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima
disertai data/berkas kepada UPG Kementerian .Kesehatan dengan
tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya,
menindaklajuti rekomendasi dari UPG Kementerian Ke_sehatan
atau KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan
Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Kementerian Kesehatan atau
KPK;

memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Kementerian
Kesehatan dalam hal terjadi Gratifikasi oleh Aparatur
Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dengan tembusan
UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya; dan

melaporkan hasil penanganan pelaporan  Gratifikasi di
lingkungan kerjanya kepada UPG Kementerian Kesehatan dengan
tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya.

2. Susunan Tim
Susunan tim UPG Unit Pelaksana Teknis minimal terdiri dari :

a.

b.
o
d

Penanggung Jawab;
Ketua;

Sekretaris; dan
Anggota.
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BAB IV
MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Oleh Penerima Gratifikasi

Mekanisme pelaporan Gratifikasi dapat dilakukan secara manual
maupun secara online

1. Manual

Pelaporan Gratifikasi secara manual dapat di lakukan dengan
melaporkan langsung ke KPK atau melalui UPG.

2. Online

Untuk memudahkan pelaporan Gratifikasi bagi  Aparatur
Kementerian Kesehatan pelaporannya dapat pula melalui aplikasi
online pada website : http://www.itjen.depkes.go.id Panduan dapat
dilihat pada manual book aplikasi online Gratifikasi terlampir.

Adapun ketentuan dalam pelaporan Gratifikasi adalah sebagai berikut :

a. Setiap Aparatur Kementerian Kesehatan harus memberikan laporan
kepada UPG di lingkungan kerjanya paling lambat 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak diterimanya Gratifikasi dengan menggunakan contoh
formulir terlampir.

b. UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis harus memberikan
laporan kepada UPG Kementerian Kesehatan paling lambat 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak adanya laporan Gratifikasi oleh Aparatur
Kementerian Kesehatan diterima.

c. UPG Kementerian Kesehatan harus melaporkan Gratifikasi paling
lambat 15 (lima belas) hari kepada KPK sejak diterimanya laporan
Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan Tim UPG Unit Pelaksana
Teknis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh KPK.

d. UPG Kementerian Kesehatan dalam memberikan laporan Gratifikasi
kepada KPK harus melakukan analisis dan pemosesan yang
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Pelaporan Pengendalian Gratifikasi Oleh UPG

UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis membuat Laporan
rekapitulasi pelaporan Gratifikasi kepada UPG Kementernan Kesehatan
setiap 3 (tiga) bulan sekali.
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BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini berlaku dan mengikat bagi seluruh aparatur
Kementerian Kesehatan dengan kewajiban melaporkan  penerimaan
Gratifikasi. Apabila diperlukan maka dimungkinkan untuk Unit Utama
maupun Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun pedoman pengendalian
Gratifikasi di lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dengan
mengacu pada petunjuk teknis ini.
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